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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM 
PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN 

(Studi Pada Bank Sumut Cabang Pembantu Teluk Dalam Nias Selatan) 

Asaludin Laia • 
Suhaidi •• 

Arir··· 

ABSTRAK 

Bank merupakan lembaga penyimpanan dana dari masyarakat yang 
memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengernbalian dana masyarakat 
tersebut. Penggunaan dana dahlm bentuk penyaluran kredit harus memperhatikan 
prinsip kehati-hatian. Pasal 8 dan 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

m enyatakan dalam mem berikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 
syariah, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam 
atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah melunasi utangnya atau 
mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Kepercayaan atas 
kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur ini yang merupakan faktor yang 
penting daiam pasal ini. Agunan adalah unsur pendukung, bukan merupakan 
unsurr utama dalam pemberian kredit. 

PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Teluk Dalam Nias Selatan 
mengeluarkan Kredit Tanpa Agunan (KTA) dimana m erupakan jenis k!-edit yang 
dikembangkan untuk konsumsi maupun untuk pengembangan usaha debitur 
dengan tidak melibatkan barang jaminan dalam bentuk fisik. Pemberian KTA 
yang tidak hati-hati dapat mempengaruhi ketangsungan hidup perbankan di masa 
mendatang. Oleh karena itu perlu ditelusuri dan diadakan penelitian mengenai : 
Kriteria Penilaian Kredit Yang Dipergunakan Kreditur Sebagai Syarat Pemberian 
Kredit Pada Bank Sumut Cabang Pembantu Teluk Dalam Nias Selatan ? dan 
Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit tanpa 
agunan pada Bank Sumut Cabang Pembantu Teluk Dalam Nias Selatan ? 

Dengan menggunakan penelitian yang bersifat destriptif analisis yaitu 
menggambarkan dan menganalisa keseluruhan gejala, fakta yang terdapat dalam 
praktek perbankan. Dengan menggunakan metode pendekata.'l yuridis ernpiris 
sehingga memberi suatu kesimpulan bahwa syarat pemberian tanpa agunan pada 
prinsipnya sama dengan kriteria penilaian yang dipergunakan untuk pemberian 
kredit dengan agunan. Pemberdaannya pada Kredit Tanpa Agunan kriteria 
penilaian unsur agunannya (Collateral) merupakan agunan immaterial. Unsur 
Collateral (agunan) dalam pemberian Kredit Tanpa Agunan ini bukan merupakan 

. 
Mahasiswa PPs. MHB UMA 
Pembimbing Pertama, Dosen PPs. MH.B UMA 

''' Pembimbing Kedua, Dosen PPs. MHB UMA 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



agunan dalam bentuk. barang, agunan dalam hal ini dapat berupa agunan 
immaterial (kekayaan usaha, jaminan perusahaan, bonfiditas/reputasi usaha, ijazah 
dan sebagainya). Unsur Collateral merupakan jaminan tambahan. Prinsip 
Character dan Capacity merupakan prinsip yang sulit untuk diukur, karena sangat 
tergantung pada kemampuan dan kematangan pengetahuan team penilai kredit 
Hal iili disebabkan karena sifatnya yang abstrak dan tidak adanya suatu pedoman 
yang mutlak dapat diterapkan dalam semua penilaian pemberian kredit tanpa 
agunan. Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam penyelesaian sengketa atas 
kredit yang terjadi dalam perjanjian kredit tanpa agunan adalah perlindungan 
secara umum yang terdapat dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. 
Pengaturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kredit 
tanpa agunan ini belum memadai dalam memberikan perlindungan hukum kepada 
kreditur dan belum dapat memberikan kepastian hukum. 

Dalam hal tersebut maka Kriteria penilaian kredit merupakan pedoman 
dalam pemberian kredit tanpa agunan yang harus benar-benar dipahami oleh team 
penilai \credit. Peningkatan pengetahuan dan profesionalisme team ini perlu 
ditingkatkan secara berkesinambungan. Kriteria penilaian kelayakan pemberian 
kredit selain memoertlattkan keoentinean kredit hendaknva · iuea daoat 
memberikan pertimbangan hak dan kewajiban bagi semua pihak sehingga dapat 
tercapainya tujuan per.yaluran kredit tanpa agunan ini. Selanjutnya Pt.:lindungan 
hukum terhadao kreditur dalam pemberian kredit tanpa agunan hendaknya tidak 
hanya meliputi perlindungan secara umum dala...-n Pasal 1131 dan Pasal 1132 

KUHPcrdata saja, akan tetapi perlu pengaturan lebih lanjut sehingga dapat 
memberikan kepastian hukum di masa rnendatang. 

Kata Kunci: 
- Kreditur 
- Perjanjian 
- Kredit Tanpa Agunan 
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THE PROTECTION OF THE LAW FOR CREDITURE IN THE CREDIT 
AGREEMENT WITHOUT THE COLLATERAL 

(The Study To The Sumut Bank The Assistant Teluk Dalam OfNias South) 

Asaludin Laia • 
Suhaidi •• 

Arif
··· 

ABSTRACT 

The bank was the storage agency of the fund from the community that had 
responsibility that was big in the reto.lfll of the community's fund. The use of the 
fund must in the fonn of the channelling of credit pay attention to the principle of 
caution. The article 8 and 15 Nomor regulations 10 in 1998 said in giving credit or 
funding was based on the ptinciple of islamic canon law, the obligatory bank had 
the conviction was based on the analysis that was deep on the conviction and the 
capacity as well as the ability of the customer settled his �ebt or returned funding 
in accordance with that agreement The belief on the capacity and the ability of 
the debtor's customer who was the factor that was important in this article. The 
collateral was the element of the supporter, not was element main in giving of 
credit. 

PT. Sumut Bank the assistant Teluk Dalam of Nias South dismissed 
Collateral Credit (KT A) where being the credit kind that was developed for 
consumption and for the development of the debtor's efforts by not involving the 
guarantee thing in the fonn of physical. KT A giving that was careful will not be 
able to influence continuation of the life of banking in the future. Because of that 
must be investigated and held by the research concerning : The Credit Rating 
criterion that was utilised Crediture as the Condition for Giving of Credit to the 
Sumt Bank the assistant Teluk Dalam of Nias South ? And how the protection of 
the law for creditur in the credit agreement without the collateral to the Sumut 
Bank the assistant Teluk Dalam of Nias South ? 

By using the research that was destriptif the analysis that is depicting and 
analysing the sign whole, the fact that was received in practice banking. By using 
the juridical approach method empirical so as to give a conclusion that the 
condition for giving without the collateral in principle was the same as the 
assessment criterion that was utilised for giving of credit by the collateral. Was 
different in the Without Collaateral Credit the assessment criterion of the element 
of his collateral (Collateral) was the collateral immaterial. The Collateral element 
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(the collateral) in giving of this KTA not was the collateral in the form of the 
thing, the collateral in this case could take the form of the collateral immaterial 
(the efforts wealth, the company's guarantee, bonfiditas/the reputation of efforts, 
the certificate et cetera). 

The Collateral element was the additional guarantee. The Character 
principle and Capacity were the principle that was difficult to be measured, 
because really depended on the capacity and the maturity of the team's knowledge 
of the credit assessor. This was caused because of his characteristics that were 
abstract and the nonexistence of an absolute guide could be applied in all the 
assessments of giving of credit without the collateral. The protection of the law 
for kreditur in the dispute resolution of credit that happened in the credit 
agreement without the collateral was the protection generally that was met in the 
Article 1131 and the Article our 1132 of KUHPerdata. The legislation regulation 
that specially arranged about credit without this collateral did not yet satisfy in 
giving the protection of the law to creditur and still could not give the assurance of 
the law. 

In this matter then the credit rating Criterion was the guide in giving of 
credit without the collateral that really must be understood by the team of the 
credit assessor. The increase in knowledl!e and the team's orofessionalism this 
must be increased continuously. The assessment criterion of the appropriateness 
of l!ivinl! of Cl'f"Ait aoart from oavinl! attention to the interests of credit oreterablv 
also could l!ive consideration of the ril!ht and the obli!!ation for all the sides so as 
could the achievement of the aim of the channelling of credit without this 
collateral. Further the Protection of the law for crediture in givinl! of credit 
without the collateral oreferablv onlv did not cover the orotection l!enerallv in the 
Article 113! and the Article our 1132 of KUHPerdata. but needed the further 
regulation 30 as to be able to give the assurance of the law in the future. 

Kevwords: 
Crediture 
Agreement 
The Without Collateral Credit 
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1.1. Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Setiap aktifitas yang dilakukan sehari-harinya dalam hal meningkatkan 

dan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi untuk pembangunan nasional 

selalu terkait dengan berbagai aspek, dan salah satunya aspek hukum. Hal ini 

berart� setiap proses peningkataq dan percepatan pertumbuhan ekonomi dalam 

pembangunan nasional harus disertai dengan perangkat hukum dan peraturan 

perundang-undangan nasional yang tangguh guna menopang segala hal yang akan 

tetjadi nantinya, serta menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat 

didalamnya. 

Pembangunan !lasionai dibidang ekonomi membutuhkan perhatian serius 

oleh negara dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia demi kepentingan rakyat 

banyak, karena itu dalam pelaksanaannya harus betul-betul berada di jalur yang 

benar menurut hukum. Oleh karena itu, agar terciptanya pembangunan nasional 

yang berkelanjutan dibutuhkan dana yang merupakan salah satu faktor pendukung 

dalam menggerakkan kegiatan masyarakat guna meningkatkan dan mempercepat 

pertumbuhan dibidang ekonomi. 

Kebutuhan akan dana atau umumnya dalam dunia perbankan di Indonesia 

disebut dengan kredit, yang terkadang selalu dihubungkan dengan adanya jaminan 

sebagai pengamanan pemberian dana atau kredit tersebut. Jaminan merupakan hal 
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yang nenting dalam membuat dan melaksanakan perjanjian kredit atau perjanjian 

pinjam meminjam uang serta guna melindungi kepentingan para pihak khususnya 

kreditor (yang meminjamkan). 

Dalam menentukan jaminan yang baik (ideal) menurut Subekti adalah 

sebagai berik:ut : 

1. Yang dapat secara mudah membantu memperoleh kredit itu oleh pihak 
yang memerlukan; 

2. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk 
melakukan (meneruskan) usahanya; 

3. Yang memberikan kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang 
jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu hila perlu dapat 
mudah duituangkan untuk melunasi hutang si penerima (pengambil) 
kredit.1 

Sebagai penyalur kredit, bank mempunyai kewajiban dalam pengembalian 

dana. Dalam pemberian kredit, Bank selalu berpedoman pada prinsip-prinsip 

pemberian kredit, dikenal prinsip 5 C dalam pemberian kredit, yaitu : 

a) Character (Kepribadian); 

b) Capacity (Kemampuan); 

c) Capital (Modal); 

d) Condition of &onomy (Kondisi Ekonomi); 

e) Collateral (Agunan). 2 

Da!am praktek perbankan telah berkembang pemberian kredit tanpa 

agunan. PT Bank Sumut secara umum pemberian kredit tanpa agunan oleh bank 

diberikan dengan heberapa persyaratan fonnal dengan tidak melibatkan barang 

1 R. Subekti, 19%, jarninan-jarninan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak 
Tanggun¥an) Menurut Hukum Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Halarnan 2 I 

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Afenata Bisnis Modern di Era Global, Cetakan 
l, Penerbit PT. Citra Aditya, Bandung 2004, halarnan 118. 
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